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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan 
yang dapat diambil adalah: 
1. Pelaksanaan rehabilitasi Pegunungan Cycloop masih berjalan sampai saat ini 
karena faktor alam berupa bencana banjir bandang yang sangat merusak 
kawasan, ditambah lagi dengan perilaku manusia yang tidak memiliki 
kesadaran akan kekayaan alam yang seharusnya dipelihara, bukannya 
melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran sehingga merusak 
kelestarian kawasan. Untuk itulah, pemerintah setempat masih melakukan 
pelestarian kawasan Pegunungan Cycloop agar dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. 
2. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan Pegunungan Cycloop 
berdasarkan nota kesepakatan dipengaruhi oleh: 
a. Faktor alam, yakni banjir bandang yang pernah melanda daerah Sentani 
sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada kawasan 
Pegunungan Cycloop. 
b. Faktor perilaku manusia, yakni dilakukannya pembukaan lahan secara 
besar-besaran oleh masyarakat pendatang sehingga merusak flora 






Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi saran penulis adalah pemerintah 
setempat hendaknya lebih mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar 
kawasan Pegunungan Cycloop agar memiliki kesadaran akan pentingnya 
menjaga kelestarian kekayaan alam yang telah diberikan Tuhan, sehingga 
kerusakan pun dapat dicegah. Selain itu, pemerintah hendaknya memiliki 
perkiraan jangka panjang, apakah faktor alam ditambah dengan perilaku 
manusia dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dengan demikian, 
pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat agar korban jiwa dan kerugian 
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